PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Laman www dpmd kalteng go id, Pos-el dpmdes@kalteng go.id
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Kalimantan Tengah
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Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  H.ARYAWAN, S.IP., M.IP

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

Alamat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 9 Palangka Raya ;

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (Pengguna
Anggaran);

Nama Perusahaan : PT.RESBAYU SINAR ABADI
Alamat : JI. Rajawali Km. 6 Palangka Raya

yang dalam hal ini diwakili oleh: IWAN RESDIANTO ASHARIE, ST (Direktur),

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RINCIAN BARANG
Harga
. : Satuan
No. Jenis Barang Kuantitas Thairiss SEl;:a)n Total (Rp)

1. | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

> ‘Pe'nyediéa‘n Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional:

a) Bahan Bakar Minyak 4036

- Spesifikasi : Pertamax Liter | 13.500,- | 54.486.000,-

b) Bahan Bakar Minyak

- Spesifikasi : Dexlite 4000 | Liter |14.900,-| 59.600.000,

Total Harga setelah klarifikasi

Nilai termasuk PPN
dan Negosiasi Harga

114.086.000,-

TERBILANG: ## Seratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ##
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SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total
harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 12
Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

b) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

c) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan
barang dan menemukan bahwa:

c.1 barang rusak akibat cacat produksi;

c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

c.3 barangyang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini.
d) memberikanlayanantambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan
(apabila ada);
e) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (Pengguna Anggaran) memiliki

hak:
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

c¢) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
c.1 barang rusak akibat cacat produksi;

c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

c.3 barangyang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada).
2. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat padaitan

i
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3. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan

a.
melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menemukan bahwa:

b.1 barang rusak akibat cacat produksi;

b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

b.3 barangyang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP
ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan

barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau

kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang
yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

4. Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang

dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini

dianggap telah termasuk dalam harga SP.
6. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia,
baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan
untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix,
hot mix dan lain sebagainya.

7. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan

jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian.
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8. Peristiwa Kompensasi
a.

b.

Peristiwa ~ Kompensasi dapat diberikan
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanji
pekerjaan kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan
keterlambatan pembaya

kepada penyedia dalam hal Pejabat
an terlambat melakukan pembayaran prestasi

/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
ran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak].

9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

b.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa ba
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak m
Penyedia berkewajiban untuk menan
Perjanjian dari atau atas semua tuntuta
gugatan atau tuntutan hukum,

rang yang dikirimkan/dipasok tidak
anapun dan dalam bentuk apapun.

ggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
n, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas

pglanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI
lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

10. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

d.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan

cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut

selama Masa Layanan
Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

11. Pembayaran

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan;
2) pembayaran dilakukan secara sekaligus; dan
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti
penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas

pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa
dokumen pembayaran lengkap dan sah.







